
ABSTRAK 

 

Berdasarkan hasil analisis dari Tugas Akhir, maka dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Pengenaan fasilitas Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan jasa tertentu pada PT. PAL 

Indonesia telah sesuai dengan Penerapan Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 2015 jo. 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.03/2015 tentang tata cara pemberian fasilitas 

tidak dipungut pajak pertambahan nilai atas impor dan/ atau penyerahan alat angkutan 

tertentu dan penyerahan jasa kena pajak terkait alat angkutan tertentu. 

2. Pengenaan fasilitas Pajak Pertambahan Nilai tidak dipungut atas penyerahan jasa 

dikhususkan untuk perusahaan yang memiliki Surat Keterangan Tidak Dipungut (SKTD) 

dengan melampirkan Rencana Kebutuhan Impor dan Perolehan (RKIP) tahun berjalan yang 

disahkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat para pengguna jasa terdaftar. 
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